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Abstrak: Studi ini mengkaji kemerosotan moral dalam politik 
Indonesia dengan menyoroti praktik politik yang mengandalkan 
transaksi, yang bertentangan dengan hukum Islam. Praktik politik 
seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan telah mengurangi 
integritas politik dan kepercayaan masyarakat. Dengan 
menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini 
mempelajari peraturan yang relevan dan prinsip-prinsip hukum 
Islam tentang keadilan (‘adl) dan amanah. Temuan analisis 
menunjukkan bahwa praktik politik yang berbasis transaksi tidak 
hanya melanggar hukum yang ada, tetapi juga bertentangan 
dengan maqāṣid al-syarī‘ah yang mengutamakan keadilan, 
integritas, dan tanggung jawab sosial. Dalam pandangan hukum 
Islam, kekuasaan adalah amanah yang seharusnya digunakan 
untuk kesejahteraan umat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. 
Maka dari itu, perbaikan moral dalam politik perlu dimulai dari 
pembelajaran etika Islam, peningkatan akuntabilitas publik, dan 
penegakan hukum yang tegas agar politik dapat berfungsi lagi 
untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 
 
Abstract: This study examines the moral decline in Indonesian 
politics by focusing on transactional political practices that 
contradict Islamic law. Practices such as corruption and abuse of 
power have diminished political integrity and public trust. Using a 
normative legal approach, this research analyzes relevant 
regulations and Islamic legal principles of justice (‘adl) and trust 
(amanah). The findings reveal that transactional politics not only 
violate existing laws but also contradict the objectives of Islamic 
law (maqāṣid al-syarī‘ah), which emphasize justice, integrity, and 
social responsibility. From the perspective of Islamic law, political 
power is a trust that must be exercised for the welfare of the people, 
not for personal gain. Therefore, moral reform in politics should 
begin with Islamic ethical education, strengthened public 
accountability, and strict law enforcement to restore politics as a 
means of upholding justice and promoting social welfare. 
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Dekadensi moral dalam politik di Indonesia kini menjadi permasalahan yang 

mendesak, terutama berkenaan dengan praktik politik transaksional yang merusak 

integritas pemerintahan. Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia mulai bergerak 

menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka (Prabowo, 2017). Namun, selama proses 

ini, praktik politik yang tidak etis muncul, di mana kepentingan pribadi dan kelompok 

sering mengungguli kepentingan publik, menghasilkan rasa tidak percaya di masyarakat. 

Dalam pandangan hukum Islam, prinsip keadilan dan amanah sangat ditekankan, 

seharusnya menjadi dasar bagi setiap pemimpin untuk menjalankan tugas dengan baik 

dan penuh tanggung jawab. 

Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan September 2023 

menunjukkan bahwa sekitar 72% responden menganggap korupsi sebagai masalah paling 

utama dalam politik Indonesia (Saragih & Tutiasri, 2023). Ketidakpuasan ini 

menggambarkan kekhawatiran yang mendalam mengenai perilaku politisi, yang 

seringkali lebih mementingkan keuntungan pribadi dibandingkan amanah dari rakyat. 

Hanya 35% responden yang percaya bahwa politisi di Indonesia memiliki integritas yang 

tinggi, mencerminkan tingkat kepercayaan yang sangat rendah terhadap pemimpin. 

Dalam hukum Islam, pengkhianatan terhadap amanah dianggap sebagai pelanggaran 

serius yang harus dihindari oleh setiap orang yang memegang kekuasaan (Iman & 

Nurlela, 2023). 

Praktik politik transaksional, termasuk praktik "money politics", semakin 

meningkat menjelang pemilihan umum. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

menunjukkan bahwa sekitar 28% pemilih melaporkan pernah ditawari imbalan uang 

untuk memilih calon tertentu pada pemilu 2024. Tindakan semacam ini merusak proses 

demokrasi dan mengikis nilai-nilai moral dalam politik, yang seharusnya berdasarkan 

pada kejujuran dan keadilan (Jupri et al., 2023). Dalam perspektif hukum Islam, tindakan 

ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharuskan kejujuran dan transparansi 

dalam setiap transaksi, baik di bidang politik maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Dampak dari penurunan moral politik ini sangat besar. Masyarakat menjadi 

semakin skeptis terhadap institusi politik, merasa bahwa suara mereka tidak dianggap 

penting. Dalam kerangka hukum Islam, prinsip keadilan dan amanah sangat ditekankan. 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 58, yang menekankan 

pentingnya memberikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan 
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adil. Namun, praktik politik transaksional bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, di 

mana tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dianggap pelanggaran serius  

(Nilhakim et al., 2021). Ini menciptakan tantangan besar bagi masyarakat untuk 

menuntut pertanggungjawaban dari pemimpin yang seharusnya menjalankan amanah 

dengan baik. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa korupsi merupakan bentuk 

pengkhianatan terhadap amanah yang harus dihindari oleh semua pemimpin. Data dari 

Transparency International mencatat bahwa Indonesia mendapatkan skor 34 dari 100 

pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023, menempatkan negara ini pada peringkat 110 

dari 180 negara. Meskipun ada upaya untuk memberantas korupsi, isu ini masih sangat 

signifikan dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak (Sukmana et al., 2023). 

Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi, 

agar masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban dari pemimpin yang tidak 

memenuhi amanah mereka. 

Untuk mengatasi permasalahan moral dalam politik, dibutuhkan kerja sama dari 

berbagai pihak, termasuk institusi pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga 

keagamaan. Penting untuk meningkatkan pendidikan politik yang didasarkan pada nilai-

nilai Islam agar masyarakat lebih menyadari betapa pentingnya memilih pemimpin yang 

amanah dan memiliki integritas. Menurut survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani 

Research and Consulting (SMRC) pada tahun 2023, hanya 40% responden mengaku 

merasa teredukasi dengan baik mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih 

(Acang & Wa Ode Reni, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam 

pendidikan politik. Dengan memperdalam pemahaman masyarakat tentang prinsip-

prinsip hukum Islam, diharapkan mereka bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan 

mengedepankan nilai-nilai moral saat pemilihan umum. 

Metode 

Dalam studi ini, kami menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif untuk 

menyelidiki fenomena penurunan moral politik di tanah air (Ali, 2022). Fenomena ini 

menjadi semakin penting mengingat berbagai tantangan yang dihadapi oleh politik dan 

hukum di Indonesia. Penurunan moral politik sering kali ditunjukkan oleh tindakan 

korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 
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politik. Oleh karena itu, memahami norma-norma hukum yang berlaku serta peran 

prinsip-prinsip hukum Islam dalam meningkatkan integritas politik adalah hal yang vital.  

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan terdiri atas sumber hukum 

primer, sekunder, dan tersier (Jonandi Effendi, 2018). Sumber hukum primer meliputi 

peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi beserta perubahannya, serta fatwa-fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan etika dan tanggung jawab politik, seperti Fatwa 

Nomor 7 Tahun 2009 tentang Politik Uang dan Fatwa Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Etika Pemilu. Sumber hukum sekunder berupa literatur, jurnal, hasil penelitian, dan 

karya ilmiah yang membahas teori hukum, etika politik, dan prinsip-prinsip Islam dalam 

pemerintahan. Sedangkan sumber hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, 

dan dokumen pendukung lain yang memperjelas istilah hukum yang digunakan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum berdasarkan norma-norma dan 

peraturan yang berlaku untuk memahami substansi hukum yang mengatur praktik politik 

di Indonesia (Yanova et al., 2023). Pendekatan ini juga dilengkapi dengan pendekatan 

komparatif yang membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam, khususnya 

dalam konteks nilai-nilai amanah dan keadilan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat 

diperoleh gambaran tentang sejauh mana norma hukum positif sejalan dengan prinsip 

moral dan etika Islam yang menekankan tanggung jawab serta integritas dalam 

kehidupan politik. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan menggambarkan dan menafsirkan data secara sistematis tanpa menggunakan data 

kuantitatif (Sahrum M, 2022). Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk 

menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. 

Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil analisis dalam bentuk uraian naratif 

yang menunjukkan hubungan antara norma hukum positif dan prinsip hukum Islam. 

Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan hasil penelitian 

mengenai kesesuaian, perbedaan, serta kesenjangan antara teori hukum dan praktik 

politik di Indonesia. 
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Hasil dan Pembahasan 

Konsep Dekadensi Moral Politik dalam Perspektif Hukum Islam 

Dalam tradisi pemikiran Islam, politik bukan hanya tentang kekuasaan atau 

bagaimana mengelola negara, tetapi merupakan tanggung jawab besar yang berlandaskan 

nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam pandangan hukum Islam, kekuasaan bukanlah hak 

pribadi, melainkan tugas yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan 

manusia (Suyudi & Putra, 2020). Oleh karena itu, politik sejatinya adalah bagian dari 

ibadah sosial cara untuk menegakkan keadilan, menjaga kesejahteraan, dan melindungi 

martabat manusia. Namun, dalam sejarah dan kehidupan modern, makna yang mulia ini 

seringkali berkurang. Politik berubah menjadi tempat persaingan kepentingan, penipuan, 

dan keserakahan. Fenomena ini dikenal sebagai penurunan moral politik, yaitu 

berkurangnya nilai akhlak dalam kekuasaan. 

Penurunan moral politik terjadi saat pemimpin atau pelaku politik mengabaikan 

prinsip-prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. 

Kekuasaan dijalankan tanpa rasa tanggung jawab, hukum diputarbalikkan untuk 

melindungi kepentingan tertentu, dan masyarakat dibiarkan terpinggirkan oleh sistem 

yang korup. Dalam pandangan hukum Islam, situasi seperti ini bukan hanya kegagalan 

etika sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap maqāṣid al-sharī‘ah atau tujuan syariah 

yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 

(Istiqomah & Harisudin, 2021). Ketika para pemimpin melanggar nilai-nilai ini, mereka 

sebenarnya menghancurkan tatanan dunia dan menodai amanah dari Allah. 

Para ulama klasik sangat memperhatikan hubungan antara moralitas dan 

kekuasaan. Imam al-Māwardī dalam al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah menekankan bahwa 

pemerintahan dalam Islam memiliki dua tugas utama: melindungi agama dan mengatur 

kehidupan. Jika penguasa gagal menegakkan agama dengan keadilan dan kesejahteraan, 

maka kekuasaannya kehilangan legitimasi moral (Fajar & Siregar, MSi., 2021). Al-

Ghazālī dalam Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn menyatakan bahwa kerusakan seorang pemimpin 

adalah sumber kehancuran komunitas, karena perilaku pemimpin akan menjadi contoh 

bagi rakyatnya. Ia menulis, “Jika pemimpin rusak, maka rakyat pun akan rusak; karena 
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manusia cenderung meniru pemimpin mereka seperti hewan mengikuti penggembalanya. 

” Pandangan ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang terlepas dari nilai-nilai etis akan 

menyebarkan keburukan di seluruh struktur sosial (Septiana Rizco Nurfaizi, 2020). 

Ibn Khaldūn memperkuat pandangan tersebut dalam al-Muqaddimah. Ia 

berpendapat bahwa peradaban bisa runtuh bukan karena ekonomi yang lemah atau 

kekuatan militer, tetapi karena hilangnya kejujuran dan integritas moral dalam 

kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan yang penuh dengan ambisi pribadi akan 

menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya akan meruntuhkan sistem 

sosial. Maka, dalam konteks hukum Islam, penurunan moral politik pada dasarnya adalah 

bentuk ketidakadilan struktural penyimpangan dari prinsip keadilan (‘adl) yang menjadi 

inti syariah (Ramadhani et al., 2023). 

Penyebab utama dari penurunan ini dapat ditelusuri dari hilangnya kesadaran 

bahwa kekuasaan adalah amanah. Ketika jabatan dianggap sebagai hak istimewa, bukan 

sebagai tanggung jawab, maka penyalahgunaan wewenang menjadi hal yang 

wajar(Mufatzizah, 2023). Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, 

“Seungguhnya kepemimpinan adalah amanah, dan akan menjadi kehinaan dan 

penyesalan di hari kiamat, kecuali bagi orang yang menunaikannya dengan tepat dan 

memenuhi tanggung jawabnya. ” (HR. Muslim). Ketika amanah diabaikan, sistem yang 

terbentuk tidak lagi berorientasi pada kepentingan umat, tetapi pada kekuasaan itu 

sendiri. 

Selain karena lemahnya tanggung jawab, penurunan moral juga berakar dari 

hilangnya prinsip keadilan. Al-Qur’an menyatakan, "Sesungguhnya Allah 

menginstruksikan untuk bersikap adil dan melakukan kebaikan” (QS. An-Nahl [16]: 90). 

Dalam Islam, keadilan bukan hanya sekadar dasar hukum, tetapi adalah jiwa dari setiap 

aspek kehidupan sosial dan politik. Ketika hukum digunakan untuk menindas lawan, atau 

ketika kebijakan dibuat demi kepentingan kelompok tertentu, maka keadilan telah 

kehilangan arti sebenarnya. Hukum Islam tidak mengakui kekuasaan yang berdiri di atas 

ketidakadilan, karena keadilan adalah gambaran dari tauhid sosial, pengakuan bahwa 

hanya Allah yang memiliki hak untuk menentukan kebenaran dan kekuasaan penuh 

(Qomaruzzaman, 2023). 

Pemikir modern seperti Muhammad Hashim Kamali menunjukkan bahwa krisis 

moral politik juga disebabkan oleh lemahnya institusi hukum dan pengawasan publik. Ia 
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menyatakan bahwa syariah bukan sekadar himpunan aturan, tetapi sistem nilai yang 

memerlukan transparansi dan akuntabilitas (Ahmad & Hotimah, 2019). Ketika lembaga 

hukum tidak bebas dan masyarakat tidak berani mengoreksi pemimpin, maka 

kesempatan untuk kezaliman menjadi semakin besar. Dalam konteks ini, konsep amar 

ma’ruf nahi munkar sangat penting , tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga 

dalam bidang politik. Masyarakat Muslim memiliki tanggung jawab moral untuk 

memberi nasihat kepada para pemimpin, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi 

SAW, “Agama itu adalah nasihat. ” Ketika ditanya kepada siapa nasihat itu, beliau 

berkata, “Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin umat Muslim, dan rakyatnya.” 

(HR. Muslim). Jadi, tidak peduli terhadap penyimpangan politik berarti turut 

membiarkan kezaliman berkembang. 

Solusi untuk penurunan moral politik dalam hukum Islam tidak hanya terfokus 

pada reformasi sistem, tetapi dimulai dengan pembinaan jiwa. Politik seharusnya kembali 

kepada nilai-nilai ibadah, bukan hanya alat untuk berkuasa. Pendidikan moral bagi calon 

pemimpin sangat penting (Nadia, 2023). Pemimpin yang memiliki kesadaran spiritual 

akan menganggap kekuasaan sebagai cara untuk melayani, bukan untuk mendominasi. 

Sejarah Islam telah memberi contoh dalam sosok Umar bin Abdul Aziz. Ia dikenal 

sebagai khalifah yang menolak hidup mewah dan memimpin dengan adil. Masa 

pemerintahannya singkat, tetapi dikenang karena keberhasilannya menegakkan kejujuran 

dan melawan korupsi (Yanto & Hikmah, 2023). Ia pernah mengungkapkan, 

“Sesungguhnya aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih sulit daripada menegakkan 

keadilan, namun tiada yang lebih ringan bagi orang yang bertakwa.” 

Selain pembinaan moral, hukum Islam juga menekankan pentingnya sistem 

pemerintahan yang terbuka dan melibatkan masyarakat. Prinsip syura atau musyawarah 

memastikan bahwa keputusan politik tidak diambil secara sembarangan. Dalam hal ini, 

rakyat berhak untuk terlibat dan memberikan masukan. Keterbukaan menjadi perisai agar 

kekuasaan tidak berubah menjadi tirani. Transparansi juga merupakan bagian dari 

maqāṣid syariah karena melindungi akal dan harta masyarakat dari penyalahgunaan. 

Penegakan hukum yang bebas dari campur tangan politik juga merupakan pilar utama 

(Mahmudah, 2023). Khalifah Umar bin Khattab memberikan contoh dengan menolak 

ikut campur urusan hakim, karena menurutnya keadilan tidak boleh dikendalikan oleh 
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kepentingan siapapun. Prinsip ini kemudian menjadi dasar bagi sistem peradilan Islam 

yang independen. Dalam pandangan hukum Islam, pelanggaran terhadap hukum yang 

adil sama dengan melanggar kehendak Allah, karena hukum adalah bagian dari perintah-

Nya untuk menjaga keseimbangan sosial (Susanto, 2018). 

Hukum Islam juga menyediakan cara sosial yang disebut hisbah, yaitu lembaga 

yang mengawasi masyarakat untuk memastikan keadilan dan moralitas. Dengan adanya 

lembaga ini, masyarakat dapat memantau tindakan pemerintah tanpa merasa khawatir. 

Akuntabilitas merupakan bagian penting dari tanggung jawab etika dan spiritual 

pemimpin. Ketika sistem pengawasan berfungsi dengan baik, peluang untuk terjadinya 

kemerosotan moral akan semakin kecil (Syam et al., 2023). Keadilan dalam bidang sosial 

dan ekonomi sangat penting untuk menghindari penurunan moral dalam politik. 

Ketidakadilan dan kemiskinan sering kali menjadi penyebab utama dari korupsi. Islam 

menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, dan wakaf. 

Dengan mengelola ekonomi secara seimbang, syariah menjamin bahwa kekuasaan tidak 

digunakan untuk menindas, tetapi sebaliknya untuk melindungi orang-orang yang lemah. 

Pemerintahan yang adil mampu memastikan kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan 

kebebasan dan martabat mereka (Zamani, 2024). 

Pada dasarnya, hukum Islam mengajarkan bahwa politik tanpa moral adalah 

politik yang kehilangan jiwanya. Kekuasaan yang tidak memiliki nilai adalah hanya 

gambaran kekuatan yang tidak berarti, karena tidak menciptakan keadilan dan kebaikan 

bagi masyarakat. Baik ulama kuno maupun modern sepakat bahwa kebangkitan umat 

Islam hanya akan tercapai bila para pemimpinnya berperilaku baik, jujur, dan bertakwa 

(Rahman, 2024). Politik yang sejati seharusnya berfokus pada pengabdian kepada Allah 

dan pelayanan kepada manusia. Oleh karena itu, krisis moral dalam politik bukan hanya 

soal perilaku, melainkan juga soal iman dan tanggung jawab. Satu-satunya solusi adalah 

mengembalikan politik ke prinsip syariah yang berlandaskan keadilan, amanah, dan 

kepentingan umum. Dengan cara ini, kekuasaan akan menjadi sumber cahaya, bukannya 

kegelapan; menjadi alat untuk menegakkan kebenaran, bukan cara untuk menindas. 

Dalam hukum Islam, keadilan bukan hanya pilihan moral, tetapi adalah kewajiban iman. 

Selama keadilan ditegakkan, politik akan kembali kepada tujuan aslinya: mengatur 

kehidupan untuk kesejahteraan dan keridhaan Allah SWT. 
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Analisis Fenomena Politik Transaksional di Indonesia dalam Tinjauan Hukum 

Islam 

Fenomena politik transaksional kini menjadi masalah yang tak bisa dilewatkan 

dalam konteks politik di Indonesia. Politik transaksional berarti praktik di mana 

keputusan, kebijakan, atau dukungan politik dijual atau dihubungkan dengan kepentingan 

material, seperti uang, posisi, atau keuntungan lainnya (Rahmat Justan et al., 2024). 

Fenomena ini terjadi dalam berbagai persaingan politik, termasuk pemilihan umum, 

pembentukan koalisi partai, hingga proses pengambilan keputusan legislatif. Hal ini 

memengaruhi kualitas demokrasi, akuntabilitas pemerintahan, dan kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga politik. 

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, praktik politik transaksional 

termasuk dalam kategori politik uang dan tindakan penyuapan. Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum secara jelas melarang praktik politik uang. 

Pasal 187A ayat (1) menyebutkan bahwa siapa pun yang memberikan atau menjanjikan 

uang, barang, atau fasilitas untuk mempengaruhi calon pemilih dapat dipenjara hingga 

tujuh tahun dan didenda maksimal Rp1 miliar. Selain itu, Pasal 523 UU Pemilu juga 

menegaskan bahwa politik uang dilarang bagi peserta pemilu dan pihak-pihak terkait, 

lengkap dengan sanksi bagi yang melanggarnya (Moh. Fahri & Moh. Rusdiyanto U. 

Puluhulawa, 2023). 

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyebutkan bahwa 

pejabat publik yang menerima hadiah atau janji untuk kepentingan pribadi dapat 

dikenakan sanksi pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 420 dan 422 

mengatur hukuman bagi tindakan penyuapan dalam pemerintahan, termasuk dalam 

bidang politik. Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi memberikan landasan hukum untuk memberantas praktik korupsi politik, 

termasuk pengawasan terhadap partai politik dan pejabat publik. Dengan demikian, 

hukum positif secara jelas melarang politik transaksional, meski praktik ini sulit 

diberantas karena sering kali dilakukan secara tersembunyi dan rumit (La Ode 

Dedihasriadi, 2023). 
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Dari sudut hukum Islam, politik transaksional jelas bertentangan dengan ajaran 

syariah. Hukum Islam menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan, 

termasuk dalam bidang politik. Al-Qur’an menegaskan prinsip keadilan dengan 

menyatakan: “Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. ” (QS Al-

Maidah: 8). Praktik politik yang menjual suara atau jabatan mencerminkan unsur 

penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, yang bertentangan 

dengan prinsip fiqh siyasah yang menekankan bahwa pemimpin harus dipilih dan 

bertindak berdasarkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat umum(Inggar Saputra 

& Firdaus, 2023). 

Para ulama Indonesia saat ini sangat peduli tentang praktik politik yang 

melibatkan transaksi dan dampaknya terhadap sistem politik, etika kepemimpinan, serta 

kesejahteraan masyarakat. Didin Hafidhuddin mengungkapkan bahwa praktik politik 

seperti menjual suara atau jabatan bukan hanya soal etika, namun juga melanggar prinsip 

dasar hukum Islam, yaitu maqashid al-syariah. Ia menjelaskan bahwa maqashid al-

syariah bertujuan untuk melindungi kebaikan umat, menjaga hak masyarakat, dan 

memastikan keadilan sosial. Ketika seorang politisi menjual suara atau jabatan demi 

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal itu jelas merugikan masyarakat secara 

keseluruhan (Satryo Pringgo Sejati & Ahmad Burhan Hakim, 2023). Dampaknya tidak 

hanya bersifat materi, seperti penyimpangan dana publik atau korupsi, tetapi juga bersifat 

sosial dan moral, karena menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi politik dan 

memperkuat budaya politik yang pragmatis yang tidak mengutamakan kepentingan 

rakyat. 

M. Quraish Shihab menambahkan sudut pandang yang menggarisbawahi 

pentingnya amanah dan keadilan dalam kepemimpinan. Amanah bukan hanya tugas 

formal bagi pemimpin, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual untuk menegakkan 

hak masyarakat serta memastikan keputusan politik selalu mendukung kepentingan 

umum (Muammar & Taufik, 2023). Kepemimpinan yang mengabaikan prinsip amanah 

akan menyebabkan kesenjangan sosial dan melemahkan legitimasi moral seorang 

pemimpin di mata masyarakat. Politik transaksi adalah bentuk pengkhianatan terhadap 

amanah yang diberikan oleh rakyat, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang 

menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial. 
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Azyumardi Azra menganalisis praktik politik transaksi dari sudut pandang 

demokrasi modern. Ia berpendapat bahwa politik transaksi merusak legitimasi 

demokrasi. Saat suara atau jabatan diperjualbelikan, proses demokrasi hanya menjadi 

formalitas dan tidak mewakili kehendak rakyat yang sebenarnya. Keputusan politik yang 

muncul dari praktik transaksi cenderung meninggalkan kepentingan publik dan lebih 

menguntungkan pihak tertentu yang memiliki sumber daya politik atau finansial (Lira, 

2024). Sebagai hasilnya, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi berkurang, dan 

institusi politik rentan terhadap manipulasi dan praktik korupsi. Azra menekankan 

pentingnya pendidikan politik yang tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga 

menyangkut etika dan substansi, agar demokrasi dapat berfungsi dengan baik sesuai 

dengan tujuannya, yaitu kebaikan rakyat. 

Komaruddin Hidayat menunjukkan sisi lain, yaitu bahaya pragmatisme dan 

materialisme dalam politik. Ia mengkritik cara pemimpin yang lebih mementingkan 

pencapaian tujuan politik atau keuntungan materi tanpa memperhatikan prinsip moral 

dan etika. Ia berpendapat bahwa kepemimpinan yang ideal harus berlandaskan pada nilai 

moral, integritas, dan komitmen untuk kesejahteraan masyarakat (Oktavia, 2023). Politik 

transaksi yang pragmatis hanya akan memperburuk budaya korupsi dan menurunkan 

kualitas kepemimpinan, sehingga melukai keberlanjutan pembangunan dan keadilan 

sosial. Para ulama menekankan kebutuhan untuk menggabungkan prinsip-prinsip hukum 

Islam dalam praktik demokrasi modern. Demokrasi tidak seharusnya dipahami hanya 

sebagai proses prosedural, tetapi juga harus memperhatikan etika, amanah, dan prinsip 

keadilan. Mengintegrasikan prinsip hukum Islam dalam demokrasi modern berfungsi 

sebagai pengawas moral agar kekuasaan tidak disalahgunakan, suara rakyat tidak 

diperjualbelikan, dan keputusan politik selalu memprioritaskan kepentingan publik. 

Dengan cara ini, pendekatan ini dapat mengurangi praktik politik transaksi, memperkuat 

legitimasi demokrasi, dan memastikan kepemimpinan yang bersih, adil, dan amanah 

(Fitriani et al., 2023). 

Pandangan para ulama menegaskan bahwa politik transaksi bukan hanya masalah 

hukum atau administratif, tetapi juga menyangkut moral, etika, dan sosial. Mengabaikan 

prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik politik modern menciptakan peluang untuk 

penyalahgunaan kekuasaan dan kerusakan sosial yang besar (Mantovani, 2023). Oleh 
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karena itu, pendidikan politik yang berbasis etika, internalisasi nilai amanah, dan 

penerapan prinsip moral Islam menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem politik 

yang bersih dan adil. Kalau dilihat secara komparatif, hukum positif dan hukum Islam 

keduanya menolak praktik politik yang membeli atau menjual dukungan. Hukum positif 

berfokus pada sanksi pidana dan bukti formal, sedangkan hukum Islam lebih 

memperhatikan niat, dampak sosial, serta konsekuensi moral dan spiritual. Dengan 

demikian, seorang politikus yang secara resmi tidak terbukti melakukan penyuapan tetapi 

menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi tetap dianggap melanggar prinsip 

hukum Islam (Purba et al., 2023). 

Fenomena politik yang melibatkan transaksi terlihat dengan jelas dalam praktik 

jual beli suara, tukar menukar jabatan demi mendapatkan dukungan politik, serta 

pemberian imbalan agar partai atau individu setuju dengan keputusan tertentu. Data dari 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa uang masih menjadi cara 

utama dalam korupsi di pemerintahan dan partai. Melalui lensa hukum Islam, aktivitas 

ini merusak prinsip keadilan sosial dan moral masyarakat (Surahman et al., 2023). Al-

Ghazali dalam bukunya Ihya’ Ulum al-Din menekankan pentingnya bagi pemimpin 

untuk menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan dari rakyat, sehingga politik yang 

bersifat transaksional bertentangan dengan prinsip kepercayaan dan keadilan. 

Ahlu al-Syariah melihat politik transaksi sebagai jenis korupsi (fasad fi al-ardh) 

karena dapat menyebabkan kerusakan sosial, mengganggu stabilitas politik, serta 

melemahkan lembaga negara. Para fuqaha menekankan bahwa menjaga kesejahteraan 

masyarakat harus menjadi prioritas utama, sehingga transaksi material untuk kekuasaan 

atau dukungan bertentangan dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syariah). Upaya 

untuk mencegah politik transaksional perlu dilakukan secara menyeluruh (Pamungkas & 

Zamzamy, 2023). Dari sudut pandang hukum positif, penegakan hukum harus tegas dan 

jelas, yang termasuk pengawasan keuangan partai, audit independen, serta penerapan 

sanksi yang konsisten sesuai dengan UU Pemilu, UU Tipikor, KUHP, dan UU KPK. 

Dari sudut pandang hukum Islam, pendidikan politik yang berfokus pada etika dan 

moral, pemahaman tentang prinsip kepercayaan dan keadilan, serta penerapan nilai 

kesejahteraan umum sangatlah penting. Kerjasama antara peraturan resmi dan kesadaran 

etis masyarakat adalah kunci untuk mengurangi politik transaksional, sehingga dapat 

terbentuk sistem politik yang bersih, adil, dan dapat dipercaya (Hadi Karyono, 2023). 
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Politik transaksi di Indonesia adalah fenomena yang rumit dan mengganggu. 

Hukum positif melarang praktik ini dengan UU Pemilu, KUHP, UU Tipikor, dan 

pengawasan oleh KPK, sementara hukum Islam menolak praktik tersebut karena 

bertentangan dengan prinsip keadilan, kepercayaan, dan kesejahteraan umum (Arassy & 

Fernandes, 2023). Pendapat para ahli kontemporer menekankan pentingnya 

menggabungkan prinsip moral Islam dalam politik masa kini. Hanya dengan kombinasi 

penegakan hukum yang baik dan kesadaran etis dari masyarakat, politik transaksional 

dapat ditekan, sehingga sistem politik yang adil, bersih, dan terpercaya dapat terwujud 

(Silambi et al., 2023). 

Fenomena politik yang bergantung pada transaksi tidak hanya mencerminkan 

masalah hukum, tetapi juga menunjukkan isu budaya politik yang sudah ada sejak lama. 

Seringkali, tindakan ini dipandang sebagai cara "biasa" dalam dunia politik untuk 

memenangkan pemilihan atau mempertahankan kekuasaan. Hal ini membuat publik 

kurang menyadari dampak buruk yang ditimbulkan (Sama, 2023). Akibatnya, masyarakat 

melihat politik lebih sebagai tempat untuk negosiasi terkait materi daripada sebagai alat 

untuk menegakkan kepentingan bersama. Dari sudut pandang hukum Islam, sikap ini 

bertentangan dengan prinsip musyawarah dan kepercayaan, karena seharusnya 

pengambilan keputusan didasarkan pada keadilan, bukan pada keuntungan pribadi.  

Simpulan 

Berdasarkan analisis tentang kemerosotan moral dalam politik dan fenomena politik 

transaksi dalam hukum Islam, ada beberapa poin penting yang dapat dirangkum sebagai 

berikut: 

1. Kemerosotan moral dalam politik menurut hukum Islam menunjukkan hilangnya 

nilai keadilan dan tanggung jawab dalam penggunaan kekuasaan. Politik seharusnya 

menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan, tetapi kini lebih sering 

dijadikan sarana untuk kepentingan pribadi dan pertarungan kekuasaan. Jika para 

pemimpin melupakan amanah dan norma-norma etika, maka pemerintahan akan 

kehilangan legitimasi moral serta kepercayaan dari masyarakat. Penurunan moral ini 

bukan hanya masalah perilaku individu, tetapi juga melanggar prinsip syariah yang 

mengedepankan keseimbangan dan keadilan sosial. Hukum Islam menegaskan bahwa 

kekuasaan adalah tanggung jawab besar yang mesti dilaksanakan dengan integritas 
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dan ketakwaan. Oleh karena itu, peningkatan moral para pemimpin dan kesadaran 

spiritual sangat penting untuk mengembalikan politik kepada tujuan utamanya, yaitu 

mencapai keadilan, kesejahteraan, dan berkah bagi seluruh umat manusia. 

2. Fenomena politik transaksi di Indonesia menunjukkan lemahnya moralitas dalam 

pelaksanaan kekuasaan. Politik yang berfokus pada pertukaran kepentingan material 

telah mengubah nilai-nilai keadilan, amanah, dan pelayanan publik yang ditekankan 

dalam ajaran Islam. Akibatnya, demokrasi kehilangan arti sebenarnya karena 

keputusan politik lebih banyak dipengaruhi oleh uang dan kekuasaan daripada 

kepentingan masyarakat. Hukum Islam memandang praktik semacam ini sebagai 

penyimpangan yang merusak tatanan sosial dan mengabaikan maksud syariah. Untuk 

melakukan perbaikan, bukan hanya penegakan hukum yang diperlukan, tetapi juga 

pembinaan moral dan spiritual bagi para pelaku politik. Diperlukan sistem 

pengawasan yang ketat, transparansi dalam pemerintahan, serta partisipasi 

masyarakat untuk mendukung nilai keadilan. Dengan menggabungkan etika Islam 

dalam sistem politik, kekuasaan dapat ditempatkan kembali sebagai amanah yang 

membawa manfaat, bukan sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok 

tertentu. 
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